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ABSTRAK

Hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh,
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa. Hak Asuh Anak atau Hadhanah
dilaksanakan baik sebelum maupun setelah terjadi perceraian, namun hak asuh
anak tetap menjadi persoalan saat terjadi perceraian, dari sinilah dibutuhkan
adanya peran hakim dalam memutus secara adil sesuai dengan peraturan dan
undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini memaparkan, mengkaji dan menjawab tentang bentuk
perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pertimbangan hakim
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian
khususnya dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015/PA.Btl.

Penyusun melakukan penelitian berupa field research (penelitian
lapangan) dengan pendekatan Normatif dan Y uridis, terhadap putusan Pengadilan
Agama Bantul No. 100/Pdt.G/2015/PA .Btl, diambil dengan cara metode dokumen
dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul, kemudian data yang
ada dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban
perceraian dalam Undang-undan perlindungan Anak salah satunya terdapat dalam
Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 baik sebelum maupun sesudah perceraian tidak ada bedanya. Orang
tua yang bercerai tetap wajib menjaga dan memberi biaya pemeliharaan anak.
Kemudian dalam kasus cerai taak di Pengadilan Agama Bantul No.
100/Pdt.G/2015/PA.Btl  hakim memberikan perlindungan selayaknya seperti
dalam aturan Kompilas Hukum Islam, yakni memberikan tanggung jawab hak
asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz dan dengan
mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan seorang ayah dalam
memberikan biaya terhadap anaknya untuk menentukan jumlah hak nafkah yang
harus dibayar setiap bulannya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba’ b be

< Ta’ t te

< Sa’ $ es (dengan titik diatas)
c Jim j je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah
C Kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
) Ra’ r er

B) Za’ z zet

o Sin S es

g3 Syin sy es dan ye
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" Sad S es (dengan titik di bawah
2 Dad d de (dengan titik di bawah
i Ta’ t te (dengan titik di bawah)
i3 Za z zet (dengan titik di bawah
¢ ‘ain i koma terbalik di atas
i gain g ge

B fa’ f ef

] gaf q qi

8 kaf k ka

J lam q ‘el

2 mim ‘m ‘em

R} nun ‘n ‘en

9 waw W w

o ha’ h ha

A hamzah : apostrof

& ya y ye

1. Konsonan Rangkap Karena Syaddahditulis rangkap

dadatia ditulis Muta’addidah

w

s ditulis ‘iddah

I1l1. Ta’'marbutahdi akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h



-

4asSa ditulis hikmah
EERTN ditulis jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulish

el g¥Idal S Ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t

hdll 31 Ditulis zakatul firi
Vokal Pendek
fathah ditulis a
) kasrah ditulis i
dammah ditulis u




V. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif lala ditulis a jahiliyyah
2. | Fathah + ya’ mati (sl ditulis a tansi
3. || Kasrah + ya’ mati A S ditulis 7 karim
4. || Dammah + wawu mati (=5 % ditulis a furid

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati ditulis ai
?S:‘:‘* ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati ditulis au
Js8 ditulis qaul

VIIl. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostr of
é‘ﬁﬁ ditulis a’antum
& ac ditulis ‘widdat
A S ol ditulis la'in syakartum

VIlI.Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti hurufQomariyah ditulis L (el)

Xi




) \‘)ﬁ\ Ditulis Al-Qur'an

o LAl Ditulis Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyalyang mengikutinya, serta menghilangkan huief) nya.

slad) ditulis as-Sam’
M\ ditulis Asy-Syams
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
oag Al g ditulis Zawi al-furiid
i) Jai ditulis Ahl as-Sunnah
X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul bukdil-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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&AJ‘WJ“*’“‘M

VIl Y ol agdl ccpall g Liall el (Jo hatis ang ¢ aadlall ) dtaeall
Joo aglll o2z o2 Y gy s sue lena O gl 4l ol 5 Y a5 Al
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus keluarga. Anak juga merupakan aset
bangsa yang sangat berharga; sumber daya manusia yang berperan penting
dalam kelangsungan hidup manusia. Anak merupakan dambaan keluarga
dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan
ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan
cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebankan harapan khususnya

sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya dikemudian hari.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan
perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan
meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil
dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggungjawabnya di
masa depan, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara normal baik fisik, jasmani, rohani maupun

sosial.

Adapun salah satu pemeliharaan a@@aéa anah)yang saat ini harus
diperhatikan adalah anak yang orang tua-nya telah berpisah, hal ini agar

nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama yang



menyangkut pendidikan akhlagnya dan bukan kebutuhan lahiriyahnya saja.
a aa anah sebagai salah satu akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156 yang materinya hampir secara
keseluruhan mengambil dari figh menurut jumhur ulama, khususnya
Syafi'iyah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan bahwa

dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belumumayyizatau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudalbmayyizdiserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun Kketika terjadi perceraian yang juga tidak terlepas adalah
pertimbangan hakim dala memutuskan hak asuh anak dengan putusan yang

paling adil bagi para pihak terutama kepentingan anak.

Dalam proses pembuatan putusan, para hakim harus taat pada Hukum
Acara Perdata yang menjadi asas dalam pembuatan putusan. Dalam Hukum
Acara Perdata tersebut terdapat doktrin yang disebut ddidiia Petitum

Patrium, yang melarang kepada hakim untuk memberikan putusan yang

! Jaih MubarokPeradilan Agama di IndonesiéBandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),
him. 193.

2 pasal 105 Kompilasi Hukum Islam



melebihi dari pada gugatan penggufjatepatuhan para hakim terhadap
doktrin Ultra Petita di dalam Hukum Acara Perdata dan menegakannya di

dalam persidangan perkara perdata adalah suatu keharusan.

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Bantul No
100/Pdt.G/2015/PA.Btl hakim menyimpang dari ketentuan dalam Hukum
Acara Perdata doktritfUltra Petitum Patrium” didasari dengan adanya Pasal

41 huruf (c) yang berbunyi :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

isteri®

Berdasarkan bunyi Pasal di atas dan juga hak yang diberikan hakim

karena jabatannydEx Officio) yang membuat hakim dapat memberikan
putusan yang tidak digugat oleh para pihak dan keluar dari aturan baku
selama sesuai dengan aturan undang-undang dan terdapat alasan yang logis.
Hal ini dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk

mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara

perceraian tersebut.

Namun sayangnya hakim belum bisa memberikan putusan mengenai
hak asuh anak ini secaex officio apabila ibu atau pihak-pihak yang
berperkara belum meminta atau mencantumkan mengenai hak asuh anak

dalam perkaranya. Akan tetapi, hakim hanya dapat memberi arahan kepada

% Pasal 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) RBg.

* Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



ibu atau pihak yang berperkara untuk meminta hak asuh anak dan hak nafkah

anak dalam gugatannya.

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk
mengangkat kasus tersebut untuk dikaji, karena anak sebagai generasi
penerus cita-cita perjuangann bangsa yang memiliki peranan strategis serta
memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan suatu bentuk pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk itu
diperlukan suatu upaya dan tindakan yang konkret, perlindungan itu sendiri
harus dilakukan secara bersama-sama antara orang tua, penegak hukum
dalam hal ini haim serta warga negara baik sendiri maupun kolektif dan

masyarakat.

Pokok Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak korban perceraian dalam UU
Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 20147

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian
dalam putusan Nomor 100/Pdt.G/2015/PA.Btl yang diberikan oleh

Pengadilan Agama Bantul?

. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hakim Pengadilan Agama
Bantul dalam putusan untuk memberikan perlindungan hukum bagi

anak korban perceraian.



b. Untuk mendeskripsikan bentuk dari hukum bagi anak korban perceraian
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmiah
terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang
perlindungan hukum terhadap anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam
acara maupun subtansi Undang-undang Perlindungan Anak dan sebagai
referensi bantuan hukum terhadap anak baik di Pengadilan, LSM
maupun Yayasan Lembaga Perlindungan Anak.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi
masyarakat maupun instansi terkait dalam memberikan perlindungan
atau bantuan hukum terhadap anak sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku, serta dapat menjadi rujukan langsung pada penerapan di
lapangan dan dipertimbangkan sebagai pengambilan kebijakan terhadap
pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian ini, telah banyak literatur dalam bentuk
skripsi maupun karya ilmiah yang telah membahas hak asuh anak, namun

belum membahas hak asuh anak korban perceraian, maka penyusun



menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul
yang penulis teliti dengan tujuan menghindari kesamaan pembahas dengan
peneliti.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Bantuan Hukum Terhadap Anak
Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak” yang membahas
tentang bentuk bantuan hukum terhadap anak oleh Yayasan Lembaga
Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakar&edangkan dalam
penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam menafsirkan dan
memberi bantuan hukum terhadap perspektif Undang-undang Perlindungan
Anak.

Kedua Skripsi oleh Arifah mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijjaga Yogyakarta yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual
(Studi Kasus Di Polda DIY)”, skripsi ini membahas bagaimana perlindungan
hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan dan hambatan perlindungan
bagi korban pelecehan seks§aBedangkan dalam skripsi ini membahas

tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian.

® Sukron Makmun, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga

Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Anak”, Skripsi,tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

® Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

(Studi Kasus Di Polda DIY)"Skripsi, tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2013.



Ketiga, Skripsi oleh Lilik Herawan fakultas Hukum Janabadra yang
berjudul “Relevansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Di Dalam Masyarakat”. Skripsi ini membahas analisa
bagaimana Undang-undang Perlindungan Anak berlaku di masydrakat.
Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini bagaimana hakim dalam
menerapkan dan mengimplikasikan Undang-undang tersebut dalam kasus
anak korban perceraian.

Keempat,Skripsi Mahyudin Ismail yang berjudul “Hak Asuh Anak
Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”
amengupas tentang perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam
memandang hak asuh anak terutama apabila terjadi perceraian di antara kedua
orang tua anal Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas akan
menjelaskan bagaimana hakim dapat memutuskan tidak hanya dalam hak
kepengasuhan anak melainkan segala hak yang harus didapatkan anak apabila
kedua orang tuanya bercerai sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

" Lilik Herawan, "Relevansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Di Dalam MasyarakaB8karipsi, tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah
Janabadra, Yogyakarta, 2008.

& Mahyudin Ismail, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam
dan Hukum Positif)”,Skripsi, tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan diajukan kepada
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta, 2008.



Dalam Kitab Figih as-Sunnah karya as-Sayyid Sabig memberikan
paparan yang cukup jelas tentang pemeliharaan anak. Diantaranya tentang
kedudukan orang tua (ayah dan ibu) bagi pelaksana pemeliharagh anak.

Telaah pustaka dari skripsi dan buku yang telah penyusun uraikan di
atas sejauh pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahas
tentang bagaimana peran hakim dalam menafsirkan Undang-undang 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian
oleh hakim. Dalam hal ini penyusun ingin mengkaji permasalahan ini dalam
skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam hak asuh anak disebut juga dengaa anah. Secara
etimologis,a az anahini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan
secara terminologisnyaz aa anah merawat dan mendidik seseorang yang
belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak
bisa memenuhi keperluanya sendfiri.

Para ulama’ Figih mendefinisikar az anah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan
atau yang sudah besar tetapi belomamayyiz menyediakan sesuatu yang

menjadikan kebaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

® As-Sayyid Sabigfigh as-Sunnaphlm. 289.
10 Apdul Aziz Dahlan,Ensiklopedia Hukum Islam(Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe,
1999), him. 415.



merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabigai a az anah

ini harus di jaga oleh orang tuanya sendiri supaya tidak terjadi sesuatu hal
yang tidak diinginkan oleh anak tersebut.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab
mengabaikanya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada
bahaya kebinasaa@.aaz anah merupakan hak bagi anak-anak yang masih
kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan
dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang
berkewajiban melakukahaa anah?

menurutWahbah Al-Zuhailyerpendapat bahwaaa anah adalah hak
bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang
didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Akan tetapi Ulama’
Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwaz anah itu menjadi hak

ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.
Dasar hukum mengenai az anah adalah firman Allah yaitu :
A aggall e gdaa )l b gl al )l el (plalS ol sa 0¥ gl aaia y clall gl

édJJJJA‘YJLAJS}J::JS\}JMYL@.&u}‘ﬂu&dﬁyq‘j)&dbu@ﬁ)ﬁju@jJ‘)

CU;MJ}W;L«@_'\AU'A\JSQLYLAQ\J\J‘OEﬂJSJL&J\}S\‘_Ac}aﬂﬁ

' Slamet Abidin, AminuddinFigh Munakahat (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999),
him. 171.

2 Tihami, Sohari Sahrankikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2,
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), himl. 217.
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1 pha (g shent Loy bl oV gale) 5 ) ) 50

Para Fugaha’ berpendapat bahwa ayat tersebut diatas maksudnya
adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang
ditalag dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut
wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur

taqlif.**

Dan di dalam ayat yang lain juga diterangkan :
POlaa V8 1158 5l 585 cagale | A Ulaa 450 agdla (e 15 il 0l (58
Peran Pengadilan Agama dalam perlindungan hukum bagi anak akibat
perceraian ini yang ditemukan dalam Pengadilan Agama, yaitu menentukan
pemeliharaan anak atawaa anah dan menetapkan hak asuh anak.

1) Menentukan pemeliharaan anak ataaz anah Biasanya hakim juga
berperan dalam menentukan pemeliharaan anak @asauinah karena
hakim harus melihat keadaan dari kedua orang tuanya. Da&hanah
ini, yang diperhatikan adalah mengenai kehidupan sosial dari si anak,
jaminan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan bergaul dengan anak yang
sebayanya. Untuk memenuhaa anahtersebut yang paling pokok adalah

keadaan finansial dari kedua orang tuanya. Apabila finansial kedua orang

13 Al-Bagarah (2): 233

14 Muhammad Ali Ash-Shaburnii;afsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid J(Semarang: CV Asy-
Syifa’, 1993), himl. 96

> An-Nisa’ (4): 9
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tua tersebut tidak mencukupi maka akan sulit terpenuhinya pemeliharaan
anak tersebut. Jadi mempengaruhi dalam pemeliharaan anak.

2) Menetapkan kuasa asuh anak. Dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Apabila seorang ibu yang sudah berhak atas pemeliharaan anak tersebut
tidak menjalankan kewajibannya, maka hak asuh yang diberikan bisa dicabut
melalui Pengadilan Agama.

Perlindungan hukum bagi anak setelah terjadi perceraian tidak ada
bedanya sama sekali dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadi
perceraian, dikarenakan tidak ada istilah mantan anak. Jadi, hak-hak yang
diberikan oleh bapak dan ibu dari si anak tetap sama dengan sebelum terjadi
perceraian.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
memaparkan hak-hak anak, sedangkan kewajiban anak tertuang dalam Pasal
19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah
perkawinan sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti, tidak adanya kasih sayang

anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya
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seorang anak. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara
optimal oleh kedua orang tuanya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang
tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti, makan, minum, tidur,
kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang
tuanya, kebutuhan harga diri dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik
secara tertulis maupun secara lisan.

Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :

1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang
semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.

2) Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan
nafkah anak tersebut adalah bersifat terus menerus sampai anak itu
dewasa. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila putusan itu
tidak dilaksanakan adalah dengan cara mengeksekusi apabila ada
permohonan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Tanggung jawab mengenai biaya perlindungan anak setelah terjadinya
perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki-laki. Dan
apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, orang
tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan (ibu) yang bertanggung jawab
dalam perlindungan anak. Tapi yang paling bertanggung jawab di antara
kedua orang tua tersebut adalah orang tua laki-laki mengenai perlindungan

anak baiik pemeliharaan anak maupun pemberian nafkah pada anak. Orang
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tua laki-laki seharusnya memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena
pada umumnya kaum lelakilah yang bekéfja.

Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain
adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan
tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa ayah
yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian
merupakan tanggung jawab ayah. Dan apabila orang tua laki-laki lalai dalam
memberikan pemeliharaan anak maka hakim menghukum orang tua laki-laki
tersebut sebatas pemenuhan pemeliharaan anak seperti biaya yang dibutuhkan
anak sepanjang anak tersebut betnomayyiz’

F. Metode Pendlitian

Dalam menguraikan pembahasan dari masalah yang akan dikaji,

penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian

empiris. Artinya, penyusun meneliti dan melihat bagaimana suatu
hukum itu bekerja di lingkungan masyarakat. Sedangkan pengumpulan
data dilakukan dengan studi kasus di Pengadilan Agama serta tehnik

wawancara dengan pihak terkait.

6 Hari Agung Cahyadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Kaitannya
Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Awak3l limiah,
Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, him. 9-15.

17 Yahya HarahapPenerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,
Yayasan Al-Hikmabh, Jakarta, 2001, Cet. I, him. 215.
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b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data
dilakukan dengan studi kasus di Pengadilan Agama Bantul dan studi
pustaka terhadap bahan-bahan hukum serta tehnik wawancara. Data
yang dikumpulkan dari metode kualitatif ini berupa huruf-huruf dan

gambar bukan berupa angka-andka.

c. Pendekatan
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka pendekatan
yang digunakan adalah normatif yuridis. Normatif yuridis adalah
pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada hukum Islam yang
sudah ada. Dalam hal ini normatif dilihat dari sisi hukum Islam itu
sendiri dan yuridis digunakan untuk menganalisa dari sistem
perundang-undangan yang sudah‘ada.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau

18 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), him. 54.

B akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi,
cet. 2, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013) him. 59.
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penelitian baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam
bentuk dokumen tidak resrfi.
b. Data Sekunder
Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara. YaBerupa studi kasus, kajian
pustaka dan telaah dokumen dengan mengambil buku-buku, makalah
dan artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah

yang dibahas.

3. Metode pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menempuh atau
menggunakan beberapa metode pengumpulan data :
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data secara tertulis, baik berupa
catatan, dokumen, yakni Salinan Putusan No. 100/Pdt.G/2015/PA.Btl
atau arsip-arsip yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian ini.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan wawancara atau memberikan pertanyaan kepada responden
yang berkaitan dengan penelitian penéfisvawancara ini dianggap

perlu dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak

20 Noeng MuhadijirMetode Penelitian Kualitati{Yogyakarta, Rake Sarasian, 1990), him
. 42.
! bid, him. 148.
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yang dianggap berkompeten dan berkaitan dengan penelitian khususnya
hakim yang memutus perkara tersebut, yakni Dra. Hj. Masmuntiara dan
Drs. H. M. Wasil serta Panitera di Pengadilan Agama Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembuatan skripsi maka penyusun membuat
susunan secara sistematis yang mana terbagi ke dalam Lima bab, antaranya :

Bab Satu,berupa pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum
menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar
belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, Tujuan dan manfaat hasil
penelitian, Kerangka teori tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta
sistematika pembahasan

Bab Kedua Berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian dan
sebab-sebab perceraian, pengertian anak, hak asuh anak dan dasar hukum hak
asuh anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua terhadap anak, dan
uraian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
Hal ini penting untuk memberikan diskripsi yang jelas sebagai gambaran
awal.

Bab Ketiga,membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama
Bantul sebagai tempat penelitian dan tinjauan umum putusan, mencakup
pengertian putusan, proses pengambilan putusan dan gambaran tentang
putusan No. 100/Pdt.G/2015/PA. Btl. Dan tata cara pengajuan perkara serta
pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan dalam memutuskan hak

asuh anak.
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Bab Keempatbab ini berisi tentang analisis dari hasil wawancara
dalam bab ketiga dengan berdasarkan deskripsi gambaran awal yang ada di
bab kedua, yakni analisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap
anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Bentuk perlindungan
hukum terhadap anak korban perceraian dan pertimbangan-pertimbangan
yang diberikan oleh Hakim dalam putusan No.100/Pdt.G/2015/PA.Btl.

Bab Kelima,merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari

seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan, saran, dan kata penutup.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan penelitian yang
telah peneliti lakukan, maka kita dapat mengambil kesimpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian dalam
undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah
satunya terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa
perlindungan anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus
menerus demi terlindunginya hak-hak anak, juga Pasal Pasal 21 ayat (1)
Undang-undang tersebut menyatakan, bahwa negara, pemerintah, dan
pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dan
menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. Dan Pasal 2
yang menyatakan : yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik
bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan
yudikatiif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama. Undang-undang ini juga telah sesuai dengan ayat-

ayat al-Qura’an yang mengatur tentanaz anah.

91
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2. Bentuk pelindungan hukum oleh hakim terhadap anak korban perceraian
khususnya dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015/PA.Btl, yakni dengan
hakim memberi arahan terhadap orang tua agar meminta kepastian
hukum terhadap kepengasuhan anaknya, maka hakim dapat memberi
putusan yang layak dan adil untuk semua pihak khususnya anak. Karena
belum terdapatnya aturan atau Pasal yang mengatur untuk hakim dapat
memutus secarex officio mengenai hal tersebut, maka hakim memberi
arahan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara
tersebut mengacu pada Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum
Islam, yakni :(a) Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) Pemeliharaan anak
yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara
ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. (c) Biaya
pemeliharaa ditanggung oleh ayah. Pasal ini menjadi acuan bagi hakim
dalam memberikan Hak Pengasuliama anah) dan Hak Nafkah, serta
menjadi penyeimbang antara tugas ayah dan ibu. Dan juga berdasarkan
asas kepatutan dan kemampuan dalam menentukan jumlah hak nafkah
yang harus dibayar ayah si anak dengan melihat penghasilan ayah setiap
bulannya.

B. Saran

1. Perlu adanya perluasan Pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait masalah hak

nafkah anak.

92



93

2. Perlu dibuat aturan mengenai kewenangan hakim atau hakim dapat
memutus spontaex officio dalam memberikan hak pemeliharaan anak
terhadap kasus perceraian yang mencatumkan adanya anak dari hasil
perkawinan namun orang tua tidak meminta kepastian hukumnya.
Mengingat ditakutkan adanya penelantaran terhadap anak atau anak tidak

terpenuhi hak-haknya pasca perceraian orang tuanya.
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DAFTAR TERJEMAHAN

No

Halaman

Foot
Note

Terjemahan

11

12

BAB |

Para ibu hendaklah menyusukan
anakanaknya selama dua tah
penuh, vyaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan.

yang ma'ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar

anaknya dan juga seorang ayah
seorang ayah karena anaknya,
warispun  berkewajiban demikiap.
Apabila keduanya ingin menyapjih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan,
maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu  memberikan  pembayaran
menurut yang patut. Bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.

Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahtera
mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.

37

31

BAB Il
Hai orang-orang yang beriman,




peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, kerag
dan tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepadd
mereka dan selalu mengerjakan ap
yang diperintahkan.

O—=

82

82

terhadap (kesejahteraan) mereka.

BAB IV

Para ibu hendaklah menyusukan
anakanaknya selama dua tah
penuh, vyaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara
yang ma'ruf. Seseorang tid

anaknya dan juga seorang ayah
seorang ayah karena anaknya,
warispun  berkewajiban demikiah.
Apabila keduanya ingin menyapjih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan,
maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan  pembayaran
menurut yang patut. Bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.

Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka angk-
anak yang lemah, yang mereka kha




sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.




SALINAN PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2015/PA.Btl

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL
Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang Islam pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

ARIF SUDARYANTO bin SARWIDIYONO, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegallawas
RT.02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul,
selanjutnya disebut Pemohon ;

melawan

AREY AGUS SETYAWATI binti SULAYA, umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Tegallawas RT.02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo,

Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
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Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang bersangkutan ;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2015
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register
Nomor 100/Pdt.G/2015/PA.Btl pada tanggal 19 Januari 2015, mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 03 April 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan tercatat dalam (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 73/04/IV/2009 tanggal 03 April 2009), sesuai dengan duplikat Akta
Nikah Nomor : 73/04/IV/2009 tanggal 13 Januari 2015;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak
bernama : Bagus Okka Adhi Pratama, lahir pada tanggal 12 Januari 2010;

3. Bahwa setelah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dengan alamat Tegallawas RT
02 selama 4 tahun 10 bulan kemudian pada awal bulan Januari 2015 Pemohon
dan Termohon pisah rumah karena Termohon pulang kerumah orang tuanya
dengan alamat Tegallawas RT 02 hingga sekarang;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan :
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a. Bahwa Termohon sering berhutang uang kepada koperasi dan kepada orang
lain secara pribadi tanpa sepengetahuan Pemohon,perbuatan Termohon
selalu dilakukan berulang-ulang, atas hutang-hutang tersebut Termohon
kerap tidak menyelesaikannya dan membuat Pemohon menjadi tidak
nyaman;

b. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
tanpa ijin Pemohon, Termohon pergi tanpa tujuan yang jelas;

c. Bahwa Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, Pemohon telah
berulang kali menasehati agar tidak berhutang namun tetap saja berhutang,
Termohon dinasehati agar tidak pergi namun tetap pergi, Termohon juga
sering diam dan tidak mau menegur Pemohon,;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut
terjadi pada bulan Januari tahun 2015, akibatnya Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat
sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang telah berlangsung selama
3 minggu. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;;

6. Bahwa Pemohon sudah mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara
bersabar, dengan harapan Termohon mau berubah sikap, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat
dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak
dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi

Pemohon;
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8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Arif Sudaryanto Bin Sarwidiyono)
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Arey Agus Setyawati Binti
Sulaya) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan
ditentukan kemudian;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut

hukum;

SUBSIDAIR :
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tinggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon
menghadap sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, ketua majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilanajutkan dengan mediasi oleh
Ahsan Dawi, S.Ag,SH.,MHI, hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi
mediasi, namun menurut laporan mediator tersebut pada tanggal 18 Februari 2015,

ternyata mediasi gagal/tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
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Bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 19 Januari 2015 yang
terdaftar di kepnaiteraan Pengadilan Agama Bantul register No.
100/Pdt.G/2015/PA.Btl dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Bahwa, terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon tersebut, Termohon
memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalil permohonan Pemohon poin 1 dan 2 diakui Termohon ;

2. Dalil permohonan Pemohon poin 3 tidak benar, yang benar Termohon tidak
pulang sendiri ke rumah orangtua Termohon, tetapi karena dipulangkan dan
diserahkan ke orangtua Termohon oleh Pemohon dengan alasan sudah tidak
sanggup hidup bersama Termohon,;

3. Dalil permohonan Pemohon poin 4 diakui Termohon dan atas persetujuan
Pemohon sebagai suami. Termohon kalau mau pergi selalu minta izin kepada
ibunya Pemohon;

4. Pemohon memiliki wanita lain berasal dari Bandung karyawati pabrik PT. Parik
WIG ;

5. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon
menuntut hak-hak sebagai isteri yang akan dicerai berupa :

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya bertanggal
11 Maret 2015, pada pokoknya seperti dalam permohonannya. Sedangkan

Termohon dalam dupliknya bertanggal 18 Maret 2015 tetap pada jawabannya.
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan

alat-alat bukti berupa :

l. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
3402110712880001 bertanggal 3 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang cocok dengan
aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.12.01.11/PW.01/DN/04/2015
bertanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang cocok dengan aslinya dan
bermeterai cukup (P.2) ;

[I. SAKSI-SAKSI :

1. Amini binti Hadi Mulyo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu
kandung Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri
dengan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Bagus
Oka Adhi Pratama lahir tanggal 12 Januari 2010 dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa sejak tahn 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi 2 kali melihat langsung mereka bertengkar ;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termohon sering berhutang uang kepada koperasi dan
kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemhon. Perbuatan Termohon
tersebut dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa Termohon juga sering mennggalkan rumah kediaman bersama tanpa
izin Pemohon ;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3
bulan dan sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai clearning service di Diklat Keuangan dengan
mendapat gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan
Termohon, tapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka ;

2. Sarti binti Kartorejo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan
telah dikaruniai seorang anak bernama Bagus Okka Adhi Prtama;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak 2014 antara Pemohon dan termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran ;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termohon mempunyai sifat keras kepala, sukar diatur dan
sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon ;

- Bahwa sejak Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah
sampai sekarang ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon
dengan Termohon, tapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukam alat bukti dan telah

cukup;

Bahwa, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Suloyo bin Tasmorejo :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan rukun
dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Bagus Okka Adhi Pratama ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
masalah tiba-tiba Pemohon datang ke rumah saksi menyerahkan Termohon
dengan alasan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan
Termohon ;

- Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon selingkuh dengan wanita

lain. Padahal saat menikah dengan Termohon, Pemohon pengangguran
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saksilah yang mencarikan Pemohon pekerjaan di tempat kerja saksi, hamun
ternyata balasannya Pemohon sangat menyakiti hati anak saksi ;

- Bahwa pendapatan Pemohon setiap bulan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3
bulan dan sudah tidak ada komunikasi ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunan Pemohon dan Termohon ;
2. Wagimin bin Arjo Sentono :
- Bahwa saksi adalah teman karib ayah Termohon ;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis ;
- Bahwa ketikdakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebutkan
karena Pemohon berselinhkuh dengan wanita dan meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Departemen Keuangan yang
dicarikan oleh ayah Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunan Pemohon dan Termohon ;
Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan sudah

cukup ;
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Bahwa, Termohon menyatakan apabila terjadi perceraian, Termohon meminta
mut’ah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dan nafkah iddah sejumlah Rp.
4.500.000,- serta nafkah anak yang besarnya Termohon serahkan kepada majelis
hakim ;

Bahwa, Pemohon menyanggupi untuk memberi mut’ah kepada Termohon
berupa cincin emas murni 2 gram dan infkah iddah uang sejumlah Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah), sedangkan untuk nafkah anak, Pemohon enggan memberikan
melalui Termohon ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada sikapnya masing-
masing, dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, majelis hakim menunjuk pada berita
acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah  berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian untuk
memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana maksud Perma No. 1 Tahun
2008, telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Ahsan Dawi,S.Ag.,S.H. ,MSI.,
namun mediasi ternyata tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan

Termohon ;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19
Januari 2015 mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 3 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
73/04/1V/2009 bertanggal 3 April 2009 (bukti P2) dan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis, sehingga oleh karena itu Pemohon memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14
Pemerintah Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3
Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan
mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sehingga oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun
1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975,
Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a
quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang- undang No. 1 tahun 1974
Jo. Pasal 65 Undang- undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 115 Instruksi Presiden
No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan
di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;
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Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun
2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 1 Tahun 2008, baik di
persidangan maupun melalui mediator telah diupayakan untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa
ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian berdasarkan
pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopy akta
otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan

hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P1 dan P2 yang
merupakan surat-surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang sehingga oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam

perkara ini ;

Hal. 12 dari 25 hal Put. No. 100/ Pdt.G / 2015/ PA.Btl



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa
sejak Desember 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang uang kepada koperasi dan
orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga sering meninggalkan
rumah kediaman tanpa izin Pemohon, akibatnya telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 3 bulan ;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon
mengenai perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah
penyebabnya, bahwa Termohon berutang atas persetujuan Pemohon. Termohon
juga mengakui sering pergi meninggalkan rumah tapi seizin ibu Pemohon, sehingga
dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan tersebut telah menjadi fakta yang
tetap ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata,
pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon di depan sidang
merupakan bukti lengkap, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah
cukup, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu
mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan
suami-isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon ;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di
depan persidangan masing-masing bernama Amini binti Hadi Mulyo dan Sarti binti
Kartorejo , sedangkan Termohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama
Suloyo bin Tasmorejo dan Wagimin bin Arjo Sentono , yang telah menyatakan
kesediaannya sebagai saksi, demikian pula bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah
orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi,
dan pula saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan
secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR ;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah
rumah selama kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak ada komunikasi karena
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena
Termohon suka meinjam uang dan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita
lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saks-saksi
Termohon mengenai sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara
Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan jawaban
Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon dan

keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Termohon telah bersesuaian antara
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satu dengan yang lain sehingga oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah
memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan
Termohon ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-
dalil jawaban Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di
depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis,
dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Bagus Okka Adhi Pratama, tapi
sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 3
bulan ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak
harmonis;

- Bahwa penyebab perselisihan mereka karena Termohon suka berhutang dan
pulang tanpa pamit, serta Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;

- Bahwa keluarga dekat masing-masing pihak telah berupaya untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
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- Bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya
untuk menceraikan Termohon ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai clearning service di Diklat Kementerian
Keuangan dengan penghasilan Rp. 1.600.000,- sampai Rp. 2.000.000,- setiap
bulan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah
(broken marriage) dan sudah sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri
karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah selama kurang
lebih 3 bulan tanpa ada komunikasi, dan selama berpisah masing-masing pihak
telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan terhadap perselisihan
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan berbagai upaya untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, mulai dari mediasi oleh mediator upaya
damai oleh Majelis Hakim dari awal persidangan sampai putusan diucapkan sampai
upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun segala upaya damai
tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, maka maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 65
dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 31 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah

tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan
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rukun kembali, sehingga tidak mungkin terwujud tujuan perkawinan yaitu untuk
membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana
tercantum di dalam Pasal | Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :
S dza g Leall | St a5 ) oSl e oS3 BlAG) 4dile (e g
G5 a Al Y Gl 60 des 9350
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu
pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak, sehingga
maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76
ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-
Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, patut dikemukakan dalil
Syar’i Dalam kitab Madaa Hurriyatu Az-Zujaini fi Al-Thalag Juz | yang diambil alih
sebagai pendapat majelis dinyatakan sebagai berikut :

ijul.g_ﬁ&mej}uz\;‘j)j\ﬁw\ uMu.\;éM\ eUmeLY\JU;\ JEJ

aSan () olina )l i) 0¥ = 5 ) 3 (0 3 sma 75 3l Ay Jll 7 5 ) sl Cum
adlaxll T al.;\j \.J.Qj L}d\ u;mn_t U.'.‘;)JM s ‘_A:;

Artinya : “Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), karena sesungguhnya meneruskan  perkawinan berarti
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menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat (roh) keadilan”;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, patut dikemukakan
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Bagarah : 227, yang berbunyi :
?AQ@M‘&\ Z’J\ééM\ \}4):; Q\J

Artinya Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak,

makasesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, Majelis
Hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994
bertanggal 25 Nopember 1994, yang mengandung abstraksi hukum bahwa
"Apabila hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak
antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan
kembali, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula norma hukum
dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65
dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan 131 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan
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Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama
Bantul.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam bukti P.2, antara
Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon
pada Termohon yang akan diikrarkan di depan sidang adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud penjelasan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. | Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal l16 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan tidak melawan
hukum, dan oleh karena itu pula petitum Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj”i terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan
diceraikan berupa : Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus
ribu rupiah) dan mut’ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah iddah tersebut,
Majelis Hakim dapat membenarkan dan menerimanya karena salah satu kewajiban
suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan nafkah, kiswah dan maskan

selama menjalani iddah (vide Pasal 149 Ayah 2 Kompilasi Hukum Islam) dan
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Termohon tidak terbukti nusyuz yang dapat mengakibatkan haknya  untuk
mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah menjadi gugur.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah
iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kesanggupan
Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai sudah sukup layak dan patut sehingga
oleh karena itu akan dinyatakankan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut mut'ah kepada Pemohon berupa 1
(satu) unit sepeda motor. Tuntutan mut’ah itu oleh Majelis Hakim dibenarkan karena
salah satu kewajiban suami yang hendak menceraikan istrinya adalah memberikan
mut'ah. Demikian juga karena Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif untuk
melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut’ah kepada Termohon
berupa sebentuk cincin emas murni 2 gram. Kesanggupan Pemohon tersebut,
Majelis Hakim menilai sudah layak dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal
41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah disempurnkan dengan
ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim
membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon
berupa cincin emas murni 2 gram, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang
anak bernama Bagus Okka Adhi Pratama , berumur 5 tahun lebih dan masih
membutuhkan pemeliharaan dari orangtuanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi
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Hukum Islam (KHI) dinyatakan : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian,
baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama
Bagus Okka Adhi Pratama masih berumur 5 tahun lebih, berdasarkan ketentuan
Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak pemeliharaan
(hadhanah) anak tersebut ada pada ibunya (Termohon);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf ¢ dan e, Pasal 23 ayat
(1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan :
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan

(c) Penelantaran. (e) Ketidakadilan”, Negara dan Pemerintah menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak
dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung
jawab terhadap anak”;

Menimbang, bahwa hasil rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal
12 s/d 16 Maret 2011 menegaskan, bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari

perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka hakim harus menunjuk salah satu dari
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kedua orangtua tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak
tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dan demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta guna memberi
perlindungan hukum terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut dari
penelantaran dan ketidakadilan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak
pengasuhan (hadhanah) anak tersebut ada pada ibunya (Termohon). Dan
selanjutnya oleh karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon bekerja sebagai
clearning service di kantor Diklat Kementerian Keuangan dengan penghasilan
antara sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan faktor kelayakan
dan kepatutan, membebankan kepada Pemohon untuk menanggung semua
kebutuhan hidup anak tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan yang dibayarkan kepada Termohon sampai anak tersebut
dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa guna menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan anak
tersebut setiap tahunnya, maka biaya tersebut perlu mendapat kenaikan sebesar
20% (dua puluh persen) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 517 K/AG/2003

bertanggal 13 Nopember 2003, maka Majelis Hakim secara ex offocio

Hal. 22 dari 25 hal Put. No. 100/ Pdt.G / 2015/ PA.Btl



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai, yang merupakan bagian
dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh Pasal 49 dan penjelasnnya
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama. Dan mengingat ketentuan Pasal 89 dalam peraturan perundang-undangan
Tentang Peradilan Agama tersebut terkait biaya perkara, maka seluruh biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar
putusan ini ;

Menimbang bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan
pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim sesuai maksud
Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2003 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara'

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (ARIF SUDARYANTO bin SARWIDIYONO )
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (AREY AGUS
SETYAWATI binti SULAYA ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

4.2. Mut’'ah berupa cincin emas murni 2 gram ;

o

. Menetapkan demi hukum bahwa anak bernama BAGUS OKKA ADHI PRATAMA

hak pengasuhannya ada pada ibunya (Termohon) ;

(o2}

. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 362.000,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan
Agama Bantul, kemudian putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Miladiyah bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhur
1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Masmuntiara, SH. ,M.H.l, ketua majelis didampingi
oleh Drs. H. Abd. Rasyid A ., M.H., dan Drs. H.M. Wasil, masing-masing hakim
anggota, dibantu oleh M. Dikyah Salaby Ma’arif S.E.I. M.E.I , panitera pengganti,

dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Termohon ;
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arnNPE

KETUA MAJELIS :

Ttd

Dra. Hj. MASMUNTIARA, S.H, M.H.I

ANGGOTA MAJELIS | : ANGGOTA MAJELIS Il :
Ttd Ttd
Drs.H. ABD. RASYID A., M.H. Drs. H.M. WASIL

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

M. DIKYAH SALABY MA’ARIF, S.E.l, M.E.I
Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp 60.000,-
Biaya Panggilan . Rp. 261.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp.  6.000,-

Jumlah : Rp. 362.000.-

(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Ali Nur Yaman, SHI.
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SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Ora- W Magmonhara . SH, MHL

Nama

Jabatan ; AQK e
an wawancara yang perkaitan dengan penyusunan skripsi
or 23 Tahun 2002 jo.

Telah melakuk
am Menafsirkan UU Nom

2012 tentang Perlindungan Anak (Studi P

dul “Peran Hakim dal

yang berju
utusan di

YU Nomor 35 Tahun

Pengadilan Agama Bantul No 100/Pdt.G/201 5/PABt)”
~Nama - Mazidah Amalina
Nim - 12350014
Jurusan . Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Alamat - J1. Kalangan UHS5 No. 711 Pandeyan Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Bantul, 09 Ju 12016

SH, MHI)

(Dra. Hj. Masmuntiara,



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

;Nama Vs HL. udagx\

Jabatan R v

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi

. yang berjudul “Peran Hakim dalam Menafsirkan UU Nomor 23 Tahun 2002 jo.

\UU Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan di

Pengadilan Agama Bantul No 100/Pdt.G/2015/PA Btl)’®

Nama : Mazidah Amalina

Nim : 12350014

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Alamat : J1. Kalangan UHS No. 711 Pandeyan Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Bantul, 17 Juni 2016

W.

(Drs. HM. Wasil)



PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA

. Bagaimana tata cara proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama

Bantul ?

. Apalandasan hukum yang diberikan hakim pada hak asuh anak dalam

perkara no. 100/Pdt.G/2015/PA .Btl?

. Apa perbedaan dan persamaan hukum islam dan hukum positifnya?

. Bagaimana cara hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak

korban perceraian?

JAWABAN

Mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah

sebagai berikut :

MEJA |

1)

2)

3)

Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada
Petugas Mea | adalah surat gugatan atau permohonan yang ditujukan
kepada K etua Pengadilan Agama yang berwenang.

Surat gugatan atau permohonan yang diberikan kepada Petugas
Meja | sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 rangkap untuk Majelis
Hakim.

Petugas Mg a | menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan
menggunakan daftar periksa.

Kemudian Petugas Mea | memberikan anggaran biaya perkara dan
membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada

penggugat/permohon dalam rangkap 4 :



a. Lembar pertamawarna hijau untuk bank

b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon

c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir

d. Lembar keempat warna kuning untukk dimasukkan dalam berkas.

Kemudian Petugas Meja | mengembalikan berkas kepada

penggugat/pemohon  untuk  diteruskan  kepada kasir.  Setelah
penggugat/pemohon membayar biaya perkara yang tercantum dalam
SKUM ke bank, kemudian memberikan bukti setor dari bank tersebut
kepada pemegang kas untuk dibukukan ke dalam Buku Jurnal Keuangan
Perkara. Petugas kas memberikan nomor, membubuhkan tanda tangan dan
cap tanda lunas pada SKUM.
4) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan

Perkara.
5) Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan

yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada

penggugat/pemohon agar didaftarkan ke Mejall.
Meall

1) Petugas Megja Il mencatat Nomor perkara dalam Buku Register Induk
Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada
SKUM.

1. Petugas Meja |l menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan

yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada

penggugat/pemohon. Kemudian Petugas Mg all juga memasukkan surat



gugatan/permohonan dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi

dengan formulir : PMH, penunjukan panitera pengganti, penunjukan juru

Sita pengganti, PHS dan instrumen. Petugas Meja |l menyerahkan berkas

tersebut kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada

Ketua Pengadilan Agama.

2. Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara perceraian yang di dalam
perkara tersebut telah dijelaskan bahwa terdapat posita mengenai
adanya anak yang akan terkena akibat dari perceraian, hakim merujuk
pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni
Pasal 41 huruf (@), (b) dan (c), yang menyatakan : “Akibat Putusnya
perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.(b) Bapak
yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c)
pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas isteri”.

Kemudian dilengkapi dengan Kompilass Hukum Islam terkait

pemeliharaan anak berdasarkan usia anak yang menjadi korban dari



perceraian tersebut aAsagar dapat menentukan siapa yang berhak untuk
bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, terdapat dalam Pasal 105
huruf (a), (b) dan (c), dijelaskan : “Dalam hal terjadinya perceraian : (a)
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya. (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai
pemegang hak pemeliharaannya. (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya”.

Kemudian ditambahkan Pasal-pasal mengenai hak pemeliharaan
yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagai penyempurna, pelengkap dan memperkuat lagi
pasal-pasal di atas.
Namun dalam menentukan jumlah dan besar biaya yang harus diberikan
ayah setiap bulannya untuk memberikan nafkah kepada anak, hakim
mempertimbangkan kepada Asas K epatutan dan Kemampuan, yakni
melihat dari seberapa besar penghasilan yang dihasilkan oleh bapak si
anak setiap bulannya secara keseluruhan. Kemudian ditentukan berapa
bagian yang layak diberikan bapak sebagai nafkah anak dengan
menyisakan untuk keperluan sehari-harinya.
. Dalam menentukan hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak, hakim
merujuk kepada berbagai Undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik
itu Hukum Islam maupun Hukum Positifnya. Meski begitu baik Hukum

Islam maupun Hukum Positif memiliki tujuan yang sama yakni untuk



melindungi anak dan menegakkan keadilan bagi hak-hak anak. Perbedaan
dari kedua hukum tersebut hanya pada produk hukum tersebut. Contoh
KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni berdasarkan ajaran islam atau
Hukum Islam sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak berdasarka Hukum Perdata Nasional yang berlaku di
Indonesia. Namun tetap keduanya memiliki fungsi yang sama, dan juga

karena semua hukum bertujuan sama untuk menegakkan keadilan.

Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik
untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.
Agar terhindar dari upaya penelantaran akibat perceraian kedua orang
tuanya dan tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh Hakim
Pengadilan Agama selaku pemberi putusan untuk memperoleh hak-
haknya, terutama jaminan terhadap hak pemeliharaannya (hadhanah)dan
hak nafkahnya, disinilah Peran Hakim dalam memberikan perlindungan
hukum atau kepastian hukum untuk anak-anak yang menjadi korban
perceraian dengan memberi putusan-putusan yang adil.

Selain itu, karena perceraian dianggap dapat merusak atau
psikologis seorang anak, maka hakim untuk menghindari dan menjaga
perkembangan psikologis si anak yang tengah dihadapi dengan perceraian
orang tuanya, maka Hakim melarang anak untuk masuk ke dalam ruang
sidang bahkan mengikuti proses persidangan kedua orang tuanya.

. Pada kasus perceraian apabila dinyatakan terdapat anak dari hasil

perkawinan yang akan menjadi korban perceraian, namun orang tua tidak



meminta kepastian hukum terhadap anak-anak tersebut, Hakim tidak dapat
memutuskan hal-hal yang tidak dimintai oleh pihak-pihak yang berperkara
karna menyimpang dari asas pembuatan putusan atau dalam Hukum Acara
Perdata disebut doktrin “Ultra Petitum Patrium” yang melarang hakim
untuk memberikan putusa yang melebihi daripada gugatan penggugat,
sebagal ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg. Meski
begitu hakim tetap dapat memberikan arahan kepada para pihak atau
kepada ibunya untuk memintakan hak-hak anak terutama hak nafkah anak
selama hakim tidak memihak kepada salah satu pihak, meskipun hakim
tidak dapat menetapkan atau memutus secara spontan ex Officiojumlah
hak nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya seperti hakim dapat
menentukan jumlah nafkah iddah dan nafkah muth’ahkepada bekas i steri
dan hadhanahkarena belum adanya pasal yang mengatur ketentuan

tersebut.
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